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ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari kegiatan muamalah. Namun tidak semua
orang mengetahui secara kaffah (menyeluruh) akan peraturan-peraturan dalam bermuamalah.
Diantara permasalahan yang paling berkembang dalam kehidupan bermasyarakat saat ini adalah
masalah muamalah khususnya yang berkaitan dengan uang dan harta dengan segala bentuk
macam transaksinya. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field
research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang terjadi,
maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Peneliti mendatangi
langsung tempat penelitian yang bertempat JI. Arjuna IV no 16 depan Masjid Al-Ummabh,
kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penelitian ini melakukan
wawancara dengan pengurus dan pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah untuk
menggali persepsi mereka tentang kedudukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI), terutama terkait penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang
Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran serta peneliti juga ingin
menggali bagaimana teknis pelaksanaan sanksinya. Pertanyaan ini ditujukan kepada narasumber
untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan pelaku syariah di Indonesia, khususnya di
Banjarmasin, terhadap fatwa-fatawa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Kesimpulan dari
penelitian ini demi kehati-hatian dalam menjaga hukum syariah dalam berbuamalah terkhusus
perihal hutang dan pembayaraannya adalah seluruh pengurus sepakat bahwa tidak menerapkan
denda dalam bentuk apapun, sekalipun ada pembiayaan yang bermasalah dan yang paling parah
kasus yang terjadi adalah tidak melanjutkan pembayaran sama sekali padahal tunggakan
pembayaran masih lebih dari separo. Oleh karena itu, pihak koperasi syariah Arrahmah
berpendapat bahwa segala aturan yang akan mengikat koperasi nya, diteliti terlebih dahulu
apakah sesuai dengan konsep syariah yang diusung oleh pengurus.
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